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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM JEMPUT BOLA BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DAN LANSIA DALAM KEPEMILIKAN KTP-EL DI KOTA
BANDAR LAMPUNG

Oleh

RACHITA AMELIA

KTP elektronik (KTP-el) merupakan dokumen identitas penting bagi setiap warga
negara Indonesia untuk memperoleh akses terhadap layanan publik dan bantuan
sosial. Di Kota Bandar Lampung, dari total 777.087 penduduk yang wajib memiliki
KTP, masih terdapat 1,3% atau 10.191 orang yang belum memiliki KTP-el,
termasuk di dalamnya penyandang disabilitas dan lansia. Hal tersebut karena
penyandang disabilitas dan lansia kerap mengalami hambatan fisik dan aksesibilitas
dalam melakukan perekaman KTP-el secara mandiri. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program Jemput Bola, yaitu
pelayanan perekaman KTP-el secara langsung ke lapangan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui implementasi program Jemput Bola serta mengidentifikasi faktor
penghambat pelaksanaannya di Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan dokumentasi. Teori implementasi kebijakan dari George C. Edward
IIT digunakan sebagai pisau analisis, yang mencakup indikator komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurang
optimalnya komunikasi, tidak adanya petugas yang terampil dalam bahasa isyarat,
sarana prasarana yang belum memadai, serta ketiadaan Standar Operasional
Prosedur (SOP). Kesimpulannya, meskipun program Jemput Bola telah membantu
sebagian kelompok rentan dalam memperoleh KTP-el, pelaksanaannya belum
berjalan optimal dan memerlukan peningkatan dalam aspek koordinasi, kapasitas
sumber daya, serta dukungan teknis.

Kata Kunci: Implementasi Program, Jemput Bola, Disabilitas, Lansia,
Kepemilikan KTP-el



ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE JEMPUT BOLA PROGRAM FOR
PERSONS WITH DISABILITIES AND THE ELDERLY IN THE
OWNERSHIP OF THE ELECTRONIC ID CARD (KTP-EL) IN BANDAR
LAMPUNG CITY

BY

RACHITA AMELIA

The electronic ID card (KTP-el) is an essential identity document for every
Indonesian citizen to access public services and social assistance. In Bandar
Lampung City, out of a total of 777,087 residents required to have an ID card, 1.3%
or 10,191 people still do not possess a KTP-el, including persons with disabilities
and the elderly. This is largely due to the physical and accessibility barriers they
face in recording their data independently. To address this issue, the Bandar
Lampung City Government, through the Department of Population and Civil
Registration, implemented the Jemput Bola program, which involves direct, on-site
KTP-el registration services. This study aims to examine the implementation of the
Jemput Bola program and identify the inhibiting factors in its execution in Bandar
Lampung. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through
interviews and documentation. The study applies George C. Edward Ill's policy
implementation theory, which includes the indicators of communication, resources,
disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the program still
faces several challenges, such as suboptimal communication, the absence of sign
language-skilled officers, inadequate facilities and infrastructure, and the lack of a
Standard Operating Procedure (SOP). In conclusion, while the Jemput Bola
program has supported some vulnerable groups in obtaining a KTP-el, its
implementation remains suboptimal and requires improvements in coordination,
resource capacity, and technical support.

Keywords: Program Implementation, Jemput Bola, Persons with Disabilities,
Older Adults, Electronic ID Card (KTP-el) Ownership
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia tengah berada dalam era digital, di mana kemajuan teknologi
telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang birokrasi.
Salah satu inovasi penting dalam administrasi kependudukan adalah Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-el) yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan
akurasi data penduduk. KTP-el wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia
(WNI) serta Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap

(ITAP) dan berusia 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) memiliki peran yang sangat krusial
sebagai identitas resmi bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi
syarat kepemilikan. Dengan adanya KTP-el, setiap warga negara dapat terdaftar
secara resmi dan diakui dalam sistem kependudukan nasional yang menjadi dasar
untuk mendapatkan perlindungan dan kemudahan dalam mengakses berbagai
layanan publik dan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Maka, penting bagi seluruh masyarakat
Indonesia untuk memiliki KTP-el tanpa terkecuali, termasuk mereka yang
mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perekaman KTP-el seperti para

penyandang disabilitas dan lansia.

Penyandang disabilitas dan lansia sering kali menghadapi keterbatasan fisik yang
menghalangi mereka untuk mendatangi kantor pelayanan administrasi
kependudukan. Kendala ini menyebabkan mereka sulit terdaftar secara
administratif, yang pada akhirnya membatasi akses terhadap hak-hak sosial dan
layanan publik yang seharusnya mereka nikmati. Tanpa KTP-el, mereka tidak

hanya kehilangan akses pada bantuan sosial pemerintah, tetapi juga hak-hak dasar



lainnya seperti hak memilih dalam pemilu, mengurus dokumen kependudukan

lainnya, hingga mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Permasalahan ketiadaan KTP-el pada penyandang disabilitas dan lansia masih
menjadi isu di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung,
salah satunya disoroti oleh Kepala Dinas Sosial Bandar Lampung pada 2022.
Lampung.suara.com (2022) melaporkan bahwa banyak masyarakat rentan,
termasuk penyandang disabilitas di Bandar Lampung, menghadapi hambatan
serius dalam mengakses bantuan sosial (bansos) karena belum memiliki KTP-el.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu memberikan perhatian khusus

terhadap penyandang disabilitas dan lansia dalam layanan perekaman KTP-el.

Untuk menanggapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan
program “jemput bola” yang didasari pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan
Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan angka kepemilikan dokumen administrasi kependudukan salah
satunya KTP-el di seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang
memiliki keterbatasan mobilitas. Pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri RI
(2021) menyetujui hal ini dan menyatakan bahwa program jemput bola untuk
perekaman KTP-el merupakan langkah strategis yang perlu diimplementasikan
untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas dan

lansia, dapat memenuhi hak-hak administratif mereka dengan optimal.

Melalui program ini, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam
pengelolaan administrasi kependudukan, secara proaktif mendatangi warga secara
langsung untuk memberikan layanan perekaman KTP-el. Program jemput bola
terbukti sangat membantu para penyandang disabilitas dan lansia dalam mengatasi
hambatan aksesibilitas, sehingga mereka tetap dapat memiliki KTP-el. Hal ini
sejalan dengan penelitian Awairaro (2023) yang menjelaskan bahwa efektivitas
pelaksanaan program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 69,72% sehingga dapat disimpulkan



dengan adanya program jemput bola ini dapat tercapainya kepemilikan KTP-el

serta ketersediaan pelayanan KTP-el secara optimal.

Implementasi program jemput bola sangat diperlukan untuk menciptakan sistem
administrasi kependudukan yang inklusif dan memenuhi hak-hak dasar warga
negara. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa
seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memenuhi kewajiban
administratif dan memperoleh manfaat dari kepemilikan KTP-el. Salah satu kota
yang telah mengimplementasikan program jemput bola adalah Kota Bandar
Lampung. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bandar Lampung, terdapat 0.20% atau 2.101 penyandang disabilitas dan terdapat
3.70% atau 39.775 lansia dari total keseluruhan penduduk kota Bandar Lampung.

Sejak diluncurkannya program jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, telah tercatat jumlah perekaman KTP-el
yang dilakukan melalui program ini. Data perekaman KTP-el dari layanan jemput
bola ini menunjukkan sejauh mana program tersebut berhasil menjangkau
kelompok rentan yang belum memiliki KTP-el, serta dampaknya terhadap
peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Bandar Lampung.
Adapun rincian data capaian dari program Jemput Bola Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data capaian Program Jemput Bola dalam Kepemilikan KTP-el
pada Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung tahun 2021-2024

Perekaman melalui

Tahun Wajib KTP-el Perekaman langsung

JEMBOL
2021 1.459 408 175
2022 1.219 469 122
2023 770 238 90
2024 653 174 87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Tabel 1.1 memperlihatkan capaian Program Jemput Bola (JEMBOL) dalam
perekaman KTP-el bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung selama
tahun 2021-2024. Jumlah perekaman melalui JEMBOL tertinggi terjadi pada
tahun 2022 sebanyak 469 orang, kemudian mengalami penurunan menjadi 238

orang pada 2023 dan 174 orang pada 2024. Adapun data capaian program jemput



bola dalam kepemilikan KTP-el pada lansia Kota Bandar Lampung pada tahun
2021-2024 ialah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data capaian Program Jemput Bola dalam Kepemilikan KTP-el
pada Lansia Kota Bandar Lampung tahun 2021-2024

Jumlah Belum Perekaman
Tahun lanjut usia memiliki melalui Perekaman langsung
KTP-el JEMBOL
2021 44914 532 37 53
2022 47.930 389 22 65
2023 35.875 407 40 49
2024 39.775 277 17 39

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Tabel 1.2 menunjukkan capaian Program Jemput Bola (JEMBOL) dalam
perekaman KTP-el bagi lansia di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021-2024.
Perekaman melalui JEMBOL mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada
2023 sebanyak 40 orang, sedangkan capaian terendah terjadi pada 2024, yaitu
hanya 17 orang.

Meskipun Program Jemput Bola yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah berperan dalam memperluas akses
perekaman KTP-el bagi penyandang disabilitas dan lansia, namun capaian yang
diperoleh masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Data yang tersedia
menunjukkan bahwa hanya sekitar 27% penyandang disabilitas dan 6% lansia
yang mendapatkan layanan ini pada tahun 2024. Angka tersebut mengindikasikan
bahwa sebagian besar dari kelompok sasaran belum berhasil dijangkau oleh

program tersebut.

Salah satu persoalan mendasar yang turut mempengaruhi rendahnya capaian
program adalah ketiadaan penetapan target yang jelas dalam pelaksanaan Program
Jemput Bola. Tanpa adanya indikator capaian yang terukur, efektivitas program
sulit untuk dievaluasi secara objektif, dan pelaksanaannya berpotensi berjalan
tanpa arah yang terstruktur. Ketiadaan tolok ukur ini juga menyulitkan penentuan
apakah layanan yang diberikan telah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat rentan. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menelaah lebih
lanjut bagaimana implementasi Program Jemput Bola telah dijalankan, khususnya

dalam konteks pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lansia terkait



kepemilikan KTP-el di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menjadi relevan
untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan apa saja

kendala yang dihadapi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan mengangkat

masalah:

1. Bagaimana implementasi program Jemput Bola bagi penyandang disabilitas
dan lansia dalam kepemilikan KTP-el di Kota Bandar Lampung?

2. Apasaja faktor penghambat dalam implementasi program Jemput Bola dalam
memberikan pelayanan dokumen kependudukan (KTP-el) untuk penyandang

disabilitas dan lansia di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian ini antara lain yaitu:

1. Memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi program
Jemput Bola bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam kepemilikan KTP-
el di Kota Bandar Lampung.

2. Teridentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Jemput Bola
dalam pelayanan dokumen kependudukan (KTP-el) bagi penyandang

disabilitas dan lansia di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan terkait implementasi program Jemput
Bola untuk meningkatkan kepemilikan KTP-el bagi penyandang disabilitas dan
lansia. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam

memahami pelayanan publik bagi kelompok rentan serta menyoroti peran



program pemerintah dalam mendorong kesetaraan akses dan partisipasi
masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan saran untuk Disdukcapil Kota Bandar Lampung dalam
memperbaiki program Jemput Bola dengan mengatasi hambatan yang ada.
Hasilnya membantu meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas dan lansia

serta memudahkan akses kelompok rentan terhadap KTP-el.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan acuan penelitian terdahulu sebagai dasar untuk
memperdalam kerangka teori yang digunakan. Dengan mengulas studi-studi yang
relevan dengan topik penelitian, untuk memahami pendekatan, temuan, dan

metodologi yang telah diterapkan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang

disajikan dalam bentuk tabel:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti &

No. Judul Penelitian Hasil penelitian
Tahun

1.  Hotlina Implementasi Program ini sudah dilaksanakan dengan baik,
Sihombing, Program Jemput Bola namun belum sepenuhnya efektif. Salah satu
(2022). dalam Meningkatkan  kendalanya adalah kurangnya kesadaran dari
Kualitas Pelayanan penyandang disabilitas dan keluarga penyandang

KTP-el Bagi disabilitas  tersebut mengenai pentingnya

Penyandang memiliki KTP-el. Terdapat juga masalah dari sisi

Disabilitas di fasilitas, seperti jaringan internet yang buruk di

Kabupaten Dairi beberapa desa, dan ada desa yang bahkan belum

Provinsi Sumatera memiliki akses listrik. Selain itu, akses menuju

Utara tempat penyandang disabilitas yang kurang

memadai di daerah tersebut.

2. Vicky Julio Efektivitas Program

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

Hardy Jemput Bola dalam kepemilikan KTP-el masih rendah, dan banyak
Tania Penerbitan KTP-el di yang belum memahami manfaatnya untuk
Awairaro, Dinas Kependudukan legalitas identitas dan akses layanan publik.
(2024). dan Pencatatan Sipil ~ Namun, efektivitas program Jemput Bola di
Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kepulauan Yapen Kabupaten Kepulauan Yapen tergolong baik,

Provinsi Papua

dengan capaian 69,72%. Hal ini menunjukkan
bahwa program tersebut telah berkontribusi
signifikan dalam meningkatkan kepemilikan
KTP-el meskipun ada tantangan yang dihadapi.

3. Siti Inovasi Program Program ini berjalan cukup maksimal berkat
Nurafifah Jemput Bola Dalam manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan
dan Mengoptimalkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Abdiana Pelayanan Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, perlu
Ilosa, Kependudukan di dilakukan perbaikan di beberapa aspek karena
(2024). Dinas Kependudukan masih ada kendala, seperti jangkauan yang belum

dan Pencatatan Sipil  luas, kesulitan dalam mengondisikan masyarakat
Kabupaten Indragiri di lapangan, dan sarana serta prasarana yang
Hilir belum memadai.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025



Berdasarkan perbandingan dari ketiga penelitian terdahulu, maka dapat dilihat
adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada
tema yang sama yaitu program jemput bola dan menggunakan metode penelitian
kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya menargetkan
seluruh masyarakat dan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan,
sementara penelitian ini membahas tentang penyandang disabilitas dan lansia
sebagai kelompok rentan yang sulit melakukan perekaman KTP-el secara mandiri.
Lansia sebagai bagian dari kelompok rentan juga membutuhkan perhatian khusus
dalam mengakses layanan publik terutama dalam administrasi kependudukan.

Selain itu, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian.

2.2 Tinjauan Program

2.2.1 Pengertian Program
Kebijakan publik dan program merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Program merupakan serangkaian tindakan yang disusun oleh pemerintah
atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu, melibatkan kegiatan,
sumber daya, dan waktu pelaksanaan yang jelas agar masyarakat
memperoleh layanan atau manfaat yang dibutuhkan, seperti program subsidi
pendidikan atau layanan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan
publik berfungsi sebagai pedoman atau aturan umum yang ditetapkan
pemerintah untuk mengarahkan tindakan dan keputusan yang berkaitan
dengan masalah publik, guna mengatasi isu tertentu atau mencapai tujuan
bersama. Kebijakan ini bersifat strategis dan sering kali menjadi landasan

dalam merancang program-program publik.

Program adalah serangkaian tahap dalam menyelesaikan rangkaian kegiatan
yang mencakup langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai
tujuan, serta menjadi elemen awal yang diperlukan agar implementasi dapat
terlaksana. Program mendukung proses implementasi karena di dalamnya
terdapat berbagai aspek, antara lain:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

2. Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.

3. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus

dilalui.



4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Dwi Kurnia, 2013)

Sedangkan menurut Suharsimi & Arikunto (2014) definisi program dibagi
menjadi dua definisi, yaitu definisi umum dan khusus. Definisi umum,
program dijelaskan sebagai rencana aktivitas yang akan dilaksanakan oleh
seseorang di waktu yang akan mendatang. Sedangkan secara khusus
program diartikan sebagai evaluasi suatu unit atau kesatuan aktivitas yang
merupakan hasil atau implementasi dari suatu kebijakan, yang terlaksana
dalam proses berkesinambungan dan terjadi pada satu organisasi yang
melibatkan sekelompok orang. Dengan kata lain, program ialah suatu
susunan aktivitas yang dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan
pada waktu pelaksanaannya yang relatif panjang. Suatu program juga
biasanya tidak hanya terdiri dari satu kegiatan, namun terdiri dari beberapa
rangkaian kegiatan yang membentuk suatu sistem yang saling terkait satu
dengan lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk

melaksanakannya.

Selanjutnya Keban (2014), menyebutkan program adalah seperangkat
kegiatan yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan
tertentu. Dalam konteks ini, program tidak hanya terdiri dari satu aktivitas,
tetapt merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait dan terorganisir
dengan baik, yang bertujuan untuk membawa perubahan atau hasil yang
diharapkan. Lebih lanjut, Keban menekankan bahwa program harus
memiliki rencana yang jelas, melibatkan sumber daya yang tepat, dan
diimplementasikan dalam kerangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan
bahwa keberhasilan suatu program sangat bergantung pada perencanaan
yang matang dan pelaksanaan yang konsisten sesuai dengan rencana
tersebut. Program juga harus dievaluasi secara berkala untuk menilai

efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Implementasi Program
Program adalah elemen pertama yang harus ada agar kegiatan implementasi

dapat terwujud. Elemen kedua yang harus dipenuhi dalam proses
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implementasi program adalah keberadaan kelompok masyarakat yang
menjadi sasaran, sehingga masyarakat turut terlibat dan hasil program dapat
membawa perubahan serta peningkatan dalam kehidupan mereka. Apabila
program tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, maka dapat dikatakan
program tersebut gagal. Keberhasilan atau kegagalan suatu program dalam
pelaksanaannya bergantung pada unsur eksekusi (pelaksana) sebagai
elemen ketiga. Pelaksanaan ini penting karena organisasi maupun individu
yang bertanggung jawab memegang peran dalam pengelolaan dan

pengawasan selama proses implementasi berlangsung.

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2020),
implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta,
yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan
dalam kebijakan. Tindakan-tindakan ini diarahkan untuk mengubah
kebijakan menjadi langkah-langkah operasional yang dapat menghasilkan
perubahan, baik dalam skala kecil maupun besar. Proses implementasi tidak
hanya melibatkan institusi yang secara langsung bertugas melaksanakan
kebijakan, tetapi juga mencakup keterlibatan berbagai kekuatan dalam
bidang politik, ekonomi, dan sosial. Tahapan-tahapannya meliputi
pengesahan regulasi, pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana,
partisipasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan, munculnya dampak dari
kebijakan baik yang diharapkan maupun tidak, pencapaian hasil sesuai
dengan tujuan lembaga pelaksana, serta evaluasi dan penyempurnaan

terhadap kebijakan atau regulasi tersebut.

2.2.3 Model-model Implementasi Program
Beberapa model-model implementasi program menurut para ahli antara
lain:
1. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Rulinawaty, 2013),
mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan secara ideal atau

sempurna mensyaratkan beberapa kondisi berikut:
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g)

h)

)
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Stabilitas lingkungan eksternal: Lingkungan di luar instansi pelaksana
harus bebas dari gangguan atau hambatan yang signifikan.
Ketersediaan waktu dan sumber daya yang memadai: Pelaksanaan
kebijakan memerlukan alokasi waktu dan sumber daya yang cukup
untuk menjamin kelancaran proses.

Integrasi sumber daya secara efektif: Semua sumber daya yang
dibutuhkan harus benar-benar tersedia dan dapat digabungkan secara
efisien.

Dasar hubungan sebab-akibat yang kuat: Kebijakan yang
diimplementasikan harus memiliki hubungan kausalitas yang jelas
dan dapat dipercaya.

Rantai kebijakan yang singkat dan langsung: Hubungan kausal antara
kebijakan dan hasilnya harus langsung dan tidak melalui banyak
tahapan perantara.

Ketergantungan yang minimal antaraktor: Semakin rendah tingkat
ketergantungan antarunit pelaksana, semakin besar peluang
keberhasilan implementasi.

Kejelasan dan kesepakatan atas tujuan: Semua pihak yang terlibat
harus memahami serta menyepakati tujuan dari kebijakan tersebut.
Perincian dan pengurutan tugas yang tepat: Tugas-tugas pelaksanaan
harus dibagi secara rinci dan diletakkan dalam urutan kerja yang logis
dan efisien.

Koordinasi dan komunikasi yang optimal: Proses komunikasi antar
aktor pelaksana harus berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.
Kemampuan penegakan dan kepatuhan: Pihak berwenang harus
memiliki  kewenangan dan kapasitas untuk menuntut serta

memperoleh kepatuhan penuh dari pelaksana.

2. Model Implementasi Program menurut Charles O. Jones

Menurut Jones (1996) dalam (Agustino, 2020), terdapat tiga aktivitas

penting dalam implementasi kebijakan atau program, yaitu:
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a) Organisasi: Mengatur atau menata kembali sumber daya, unit kerja,
dan metode yang digunakan agar pelaksanaan kebijakan dapat
menghasilkan dampak yang diharapkan.

b) Interpretasi: Menerjemahkan isi kebijakan ke dalam rencana dan
arahan yang jelas sehingga dapat dipahami, diterima, dan dijalankan
oleh pihak-pihak terkait.

¢) Penerapan: Melaksanakan kegiatan rutin seperti pemberian layanan
atau pembayaran yang disesuaikan dengan tujuan dan sarana yang

dimiliki oleh program tersebut

. Model Implementasi Program menurut George Edward I1I

Menurut George Edward III dalam (Agustino, 2020), terdapat empat

faktor penting yang harus diperhatikan untuk menjamin keberhasilan

implementasi kebijakan, yaitu:

a) Komunikasi
Komunikasi yang baik adalah syarat utama keberhasilan implementasi
program. Edward III menekankan bahwa efektivitas pelaksanaan
kebijakan bergantung pada sejauh mana informasi kebijakan
disampaikan dengan jelas kepada pelaksana. Kebijakan harus
dipahami secara akurat, konsisten, dan tidak ambigu oleh semua pihak
yang terlibat. Komunikasi yang baik membantu pelaksana memahami
langkah-langkah yang perlu dilakukan, sehingga kebijakan dapat
diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b) Sumber daya
Keberhasilan implementasi program juga sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan sumber daya. Tanpa sumber daya yang memadai, seperti
tenaga kerja yang kompeten, anggaran yang cukup, dan fasilitas
pendukung, kebijakan yang sudah dirancang dengan baik pun sulit
untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, alokasi sumber daya yang tepat
menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan program.

c¢) Disposisi
Disposisi merujuk pada watak dan karakter yang dimiliki oleh

pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat
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demokratis. Jika pelaksana memiliki disposisi yang positif, maka
kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila disposisi pelaksana
kurang baik, maka proses implementasi kebijakan dapat mengalami
hambatan dan menjadi kurang efektif.
d) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang efisien menjadi pendukung utama dalam
pelaksanaan kebijakan. Birokrasi yang tidak terorganisir dengan baik
dapat menghambat implementasi, meskipun sumber daya telah
mencukupi dan komunikasi berjalan lancar. Struktur birokrasi yang
efektif membutuhkan adanya mekanisme dan prosedur yang jelas,
seperti Standard Operational Procedure (SOP). SOP ini berfungsi
sebagai pedoman agar pelaksanaan kebijakan berjalan konsisten dan

sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2.3 Program Jemput bola

2.3.1 Definisi Program Jemput Bola
Program jemput bola adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh suatu
organisasi, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan
mendatangi langsung masyarakat atau bekerja sama dengan instansi
setempat seperti kelurahan, desa, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas
untuk memberikan pelayanan di tempat. Pelayanan ini dilakukan oleh tim
jemput bola yang berkeliling ke berbagai lokasi seperti kecamatan, desa, dan
area strategis lainnya. Program ini telah menjadi salah satu produk unggulan
dan merupakan kegiatan rutin yang dijalankan secara berkala, dengan

dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah
meluncurkan program Jemput Bola, yang ditujukan khusus bagi kelompok
masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia)
yang kesulitan untuk mengakses layanan secara langsung. Program ini
merupakan layanan keliling yang menawarkan bantuan terkait administrasi

kependudukan, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat masyarakat
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dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

(Rachmatono, 2018).

Menurut Siti Nurafifah (2024) Program Jemput Bola memiliki beberapa
alasan penting dalam pelayanan publik. Program ini mempermudah dan
mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan, mulai dari
pencatatan hingga penerbitan dokumen. Selain itu, program ini mampu
menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau pinggiran,
terutama untuk kelompok rentan seperti pemulung, lansia, dan penyandang
disabilitas. Masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari pelayanan
publik ini, yang tercermin dalam meningkatnya jumlah kepemilikan
dokumen kependudukan. Selain itu, program Jemput Bola juga mendukung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai target nasional

terkait penerbitan dokumen kependudukan.

2.3.2 Macam-macam pelayanan jemput Bola

24
24.1

Terdapat beberapa macam pelayanan jemput bola, yaitu:

1. Pelayanan jemput bola pencatatan sipil yang di antaranya adalah
pencatatan akta kelahiran, pencatatan akta kematian tidak dibatasi usia,
dan pencatatan perkawinan untuk non muslim

2. Pelayanan jemput bola pendaftaran penduduk meliputi perekaman KTP-
el, pencetakan KTP-el atau Surat Keterangan pengganti KTP-el, dan
pencetakan Kartu Keluarga

3. Pelayanan jemput bola terpadu yang meliputi seluruh layanan jemput
bola

4. Pelayanan jemput bola penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia)

dengan sistem door-to-door untuk perekaman KTP-el.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Definisi KTP-el

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah identitas resmi yang
diterbitkan pemerintah Indonesia untuk penduduk berusia 17 tahun atau
yang sudah menikah. KTP-el berfungsi sebagai bukti diri yang berlaku di

seluruh NKRI, menyimpan informasi penting termasuk data pribadi dan
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biometrik seperti sidik jari dan iris mata. KTP-el dirancang untuk mencegah
pemalsuan dengan chip yang menyimpan data biometrik dan terhubung ke
database nasional. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
setiap warga negara wajib memiliki KTP-el untuk mengakses layanan
publik seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, serta berpartisipasi dalam
Pemilu dan Pilkada.

Proses pembuatan KTP-el
Proses pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dilakukan
dalam beberapa langkah yang mudah. Berikut adalah langkah-langkahnya:
1. Pengajuan permohonan
Warga yang sudah berusia 17 tahun atau yang telah menikah bisa
mengajukan permohonan untuk membuat KTP-el. Pengajuan ini bisa
dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil), di kantor kecamatan, atau melalui program jemput bola
yang mendatangi masyarakat.
2. Verifikasi dokumen
Saat mengajukan permohonan, pemohon harus membawa dokumen
penting, seperti Kartu Keluarga (KK). Petugas akan memeriksa dan
memastikan dokumen tersebut valid sebelum melanjutkan ke langkah
berikutnya.
3. Perekaman data biometrik
Pemohon akan melakukan perekaman data biometrik, yang meliputi:
a) Sidik Jari: Memindai sidik jari dari semua jari tangan.
b) Iris Mata: Memindai iris mata untuk keamanan tambahan.
c) Foto Wajah: Mengambil foto sesuai dengan standar KTP-el.
d) Tanda Tangan Elektronik: Mengambil rekaman tanda tangan digital.
4. Verifikasi data
Setelah data direkam, petugas akan memeriksa kembali dengan sistem
nasional untuk memastikan data pemohon tidak ada yang ganda dan
valid.

5. Pencetakan KTP-el
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Jika semua data sudah benar, KTP-el akan dicetak. Proses ini mungkin
memerlukan waktu, tergantung pada jumlah pemohon lainnya.

6. Pengambilan KTP-el
Pemohon bisa mengambil KTP-el yang sudah jadi di kantor Disdukcapil
atau melalui layanan jemput bola jika mereka berada di lokasi yang

terjangkau.

2.5 Penyandang Disabilitas

2.5.1 Definisi penyandang disabilitas
Disabilitas pada umumnya dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang
mengalami kekurangan atau tidaksempurnaan dari segi fisik, mental,
intelektual dan sensorik (Edi dkk., 2020). Penyandang disabilitas merujuk
pada mereka yang memiliki keterbatasan fisik dibandingkan mereka yang
normal. Disabilitas di bagi ke dalam beberapa kategori yaitu cacat fisik,
cacat mata, cacat pendengaran, dan cacat mental (Rozali dkk., 2017) dalam
(Susiana dan wardah, 2019). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami
hambatan dalam berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial akibat
keterbatasan fisik atau mental yang mereka miliki. Undang-undang Nomor
8 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi
manusia yang sama dengan warga negara lainnya, dan negara berkewajiban

untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.

2.5.2 Klasifikasi penyandang disabilitas

Adapun klasifikasi penyandang disabilitas menurut Undang-Undang

Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 yaitu:

1. Disabilitas Fisik
Disabilitas fisik merujuk pada keterbatasan yang berdampak pada
kemampuan bergerak, kelincahan, kekuatan fisik, atau daya tahan.
Seseorang dikategorikan memiliki disabilitas fisik ketika terdapat
gangguan pada bentuk atau fungsi tubuh, seperti otot, sendi, atau sistem
saraf. Contoh dari disabilitas fisik yaitu kelumpuhan, amputasi, dan
cerebral palsy.

2. Disabilitas Intelektual
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Disabilitas intelektual adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan
berpikir dan belajar seseorang, sehingga menyulitkan mereka untuk
beradaptasi dan menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri atau
berkomunikasi dengan orang lain. American Psychological Association
(APA) mengelompokkan disabilitas intelektual berdasarkan skor IQ.
Seseorang dianggap memiliki disabilitas intelektual jika skor 1Q-nya
berada di antara 69 hingga 25. Contoh dari disabilitas kategori ini adalah
tunagrahita dan down syndrome.

3. Disabilitas Mental
Disabilitas mental adalah masalah yang mempengaruhi cara berpikir,
perasaan, dan perilaku seseorang. Contoh dari disabilitas mental yaitu
skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan
kepribadian.

4. Disabilitas Sensorik
Disabilitas sensorik terjadi ketika salah satu atau lebih pancaindra tidak
berfungsi dengan baik. Contoh dari disabilitas sensorik adalah tunanetra
(masalah penglihatan), tunarungu (masalah pendengaran), dan

tunawicara (masalah berbicara).

2.6 Lanjut Usia (Lansia)

2.6.1 Definisi lanjut usia (lansia)
Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas
(Kemenkes RI, 2019). Lanjut usia merupakan suatu keadaan yang terjadi
dalam kehidupan manusia. Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan
atau proses yang terjadi secara alamiah dalam kehidupan manusia, mulai
dari anak kemudian menjadi dewasa dan akhirnya menjadi tua. Memasuki
usia tua berarti mengalami kemunduran termasuk kemunduran fisik yang
ditandai dengan kulit mengendur, rambut memutih, pendengaran kurang
jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan figur tubuh yang

tidak proporsional ( Nugroho, 2008) dalam (Dwi dan Widya, 2016).

2.6.2 Kategori Lanjut Usia (Lansia)
World Health Organization (WHO) membagi kelompok lansia menjadi

beberapa kategori berdasarkan rentang usia. Pembagian ini bertujuan untuk
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memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai karakteristik,

kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh setiap kelompok usia. Berikut

adalah rinciannya:

1. Usia Pertengahan (Middle Age): Rentang usia 45-59 tahun. Meskipun
belum masuk kategori lansia secara umum, kelompok ini seringkali
dijadikan sebagai kelompok perbandingan untuk melihat perubahan yang
terjadi seiring bertambahnya usia.

2. Lanjut Usia (Elderly): Rentang usia 60-74 tahun. Kelompok ini
umumnya masih cukup aktif dan mandiri, namun sudah mulai mengalami
beberapa perubahan fisik dan mental.

3. Lansia Tua (Old): Rentang usia 75-90 tahun. Kelompok ini mulai
mengalami penurunan fungsi fisik dan kognitif yang lebih signifikan,
sehingga membutuhkan bantuan dalam beberapa aktivitas sehari-hari.

4. Lansia Sangat Tua (Very Old): Usia 90 tahun ke atas. Kelompok ini
merupakan kelompok lansia yang paling rentan, seringkali mengalami

berbagai penyakit kronis dan membutuhkan perawatan khusus.

Sedangkan Elizabeth B. Hurlock membagi masa lansia menjadi dua tahap
utama berdasarkan usia kronologis dan karakteristik perkembangannya.
Tahapan tersebut yaitu:

1. Usia Lanjut Dini (Young Old): Biasanya dimulai pada usia 60 tahun dan
berlangsung hingga sekitar 70 tahun. Pada tahap ini, banyak lansia masih
cukup aktif, sehat, dan mandiri. Mereka seringkali terlibat dalam
berbagai aktivitas sosial dan masih memiliki peran produktif dalam
masyarakat.

2. Usia Lanjut Akhir (Old Old): Dimulai pada usia 70 tahun ke atas. Pada
tahap ini, terjadi penurunan fungsi fisik dan kognitif yang lebih
signifikan. Banyak lansia pada tahap ini membutuhkan bantuan dalam
aktivitas sehari-hari dan mungkin mengalami berbagai masalah

kesehatan.

2.7 Kerangka Pikir
Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual yang

digunakan untuk menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan berbagai faktor
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dalam penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama yang
menjadi dasar dari terbentuknya judul "Implementasi Program Jemput Bola bagi
Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Kepemilikan KTP-el". Pertama, masih
banyak penyandang disabilitas dan lansia yang belum memiliki KTP-el sebagai
dokumen identitas yang penting. Kedua, terdapat kesulitan akses layanan
perekaman KTP-el bagi kelompok tersebut, baik karena keterbatasan fisik
maupun aksesibilitas lokasi. Ketiga, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
Kependudukan, yang menekankan pentingnya layanan administrasi
kependudukan yang inklusif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori
implementasi Edward III untuk menganalisis sejauh mana hasil program ini telah
memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menilai apakah implementasi

program berjalan dengan baik atau masih terdapat kendala.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

1. Masih banyak penyandang disabilitas dan lansia yang belum
memiliki KTP-el

2. Kesulitan akses layanan perekaman KTP-el

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

l Model Implementasi

Implementasi Program Program George C.
Jemput Bola bagi Edward I11 :
Penyandang Disabilitas « 1. Komunikasi
dan Lansia dalam Sumber Daya
Kepemilikan KTP-el Disposisi

W

. Struktur
l Birokrasi

Optimalisasi Pelayanan KTP-el bagi
Penyandang Disabilitas dan Lansia

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena
peneliti ingin mendeskripsikan implementasi program jemput bola bagi
penyandang disabilitas dan lansia dalam kepemilikan KTP-el di Kota Bandar
Lampung dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Alasan tersebut sesuai
dengan Bogdan dan Taylor dalam (Marinu, 2023) yang mendefinisikan sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Secara sederhana penelitian

kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah (Sugiyono, 2019).

Proses analisis dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk deskriptif
dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian
berlangsung. Data tersebut kemudian di olah dan diinterpretasikan untuk
memahami makna yang lebih dalam dan menyeluruh. Setelah melakukan
interpretasi, hasil akhir penelitian dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang
menggambarkan temuan-temuan penting serta memberikan pemahaman yang
lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Peneliti menerapkan metode ini
dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai bagaimana implementasi
program jemput bola bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam kepemilikan
KTP-el di Kota Bandar Lampung serta apa saja kendala yang menghambat proses

implementasi program ini.

3.2  Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah topik utama yang akan diteliti untuk mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, dan memahami data sesuai dengan masalah yang sudah

ditentukan. Adapun fokus penelitian ini adalah:
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Untuk melihat bagaimana implementasi program Jemput Bola bagi

penyandang disabilitas dan lansia dalam kepemilikan KTP-el di Kota

Bandar Lampung ini menggunakan teori implementasi program dari George

C. Edward III yakni:

a.

Komunikasi: Keberhasilan program ini sangat bergantung pada
efektivitas komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil kota Bandar Lampung dengan pihak-pihak terkait seperti RT/RW,
yayasan, Sekolah Luar Biasa (SLB), dan keluarga penyandang
disabilitas maupun lansia. Informasi tentang prosedur layanan jemput
bola harus disampaikan secara jelas dan konsisten melalui berbagai
media. Kurangnya komunikasi yang baik dapat menyebabkan
rendahnya partisipasi masyarakat atau ketidaktepatan sasaran program.
Sumber daya: merupakan elemen penting dalam keberhasilan program
jemput bola, mencakup tenaga kerja, peralatan, dan anggaran yang
memadai. Program ini membutuhkan petugas yang kompeten, terlatih,
dan memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan kelompok
rentan, seperti penyandang disabilitas dan lansia. Selain itu, alat
perekaman KTP-el yang memadai harus tersedia dalam jumlah yang
cukup dan dalam kondisi baik untuk mendukung operasional di
lapangan, termasuk menjangkau daerah terpencil atau rumah warga.
Anggaran yang memadai juga diperlukan untuk mendanai transportasi,
konsumsi petugas, dan pemeliharaan peralatan. Kekurangan pada salah
satu aspek sumber daya dapat menghambat efektivitas program,
sehingga semua elemen ini harus dikelola dengan baik untuk menjamin
hasil yang optimal.

Disposisi: Merujuk pada sikap dan komitmen dari para pelaksana
program. Dalam hal ini, petugas Disdukcapil harus memiliki
kepedulian tinggi terhadap kelompok rentan, seperti penyandang
disabilitas dan lansia. Pelaksana program yang memiliki empati dan
kesadaran sosial akan lebih termotivasi untuk memberikan layanan

dengan maksimal. Namun, jika disposisi petugas rendah, seperti kurang
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peduli atau hanya sekadar menjalankan tugas tanpa inisiatif, maka hasil
yang dicapai akan jauh dari harapan.

d. Struktur birokrasi: Struktur birokrasi yang jelas dan efisien sangat
penting untuk mendukung pelaksanaan program jemput bola. Dalam
konteks ini, diperlukan alur kerja yang terorganisir, pembagian tugas
yang jelas, dan prosedur administrasi yang sederhana. Selain itu,
fleksibilitas birokrasi juga diperlukan untuk menghadapi situasi di
lapangan yang mungkin tidak sesuai dengan rencana, seperti kondisi

geografis yang sulit dijangkau atau hambatan teknis lainnya.

Mengidentifikasi Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
implementasi program jemput bola bagi penyandang disabilitas dan lansia

dalam kepemilikan KTP-el di Kota Bandar Lampung.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena

mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar

Lampung memiliki peran sentral dalam memberikan layanan administrasi

kependudukan bagi masyarakat dan sebagai pelaksana program jemput bola bagi

penyandang disabilitas dan lansia.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung
dari sumbernya. Sumber data ini berasal dari narasumber yang berhubungan
dengan objek penelitian, yang berupa kata-kata, tindakan orang-orang yang
diamati atau diwawancarai. Wawancara dilakukan terhadap pegawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang terlibat
langsung dalam pelaksanaan program Jemput Bola. Selain itu, wawancara
juga ditujukan kepada penyandang disabilitas dan lansia, atau pihak yang
mewakili mereka, yang telah menggunakan layanan ini, guna menggali
pengalaman mereka selama menerima layanan, kendala yang dihadapi, serta

persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Wawancara
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turut dilakukan kepada penyandang disabilitas dan lansia yang belum
memiliki KTP-el, untuk mengetahui alasan mereka belum melakukan
perekaman serta sejauh mana mereka mengetahui keberadaan program
Jemput Bola tersebut.

Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari
sumber asalnya. Sumber data ini biasanya diambil dari pihak lain di luar
penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang bertujuan
untuk memperkuat data primer. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder
mencakup dokumen, catatan, laporan, dan arsip yang relevan. Secara
khusus, data sekunder dalam penelitian ini mencakup undang-undang,
peraturan menteri, buku, literatur, artikel, jurnal penelitian, serta sumber-
sumber lain yang berkaitan dengan program jemput bola bagi penyandang

disabilitas dan lansia

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti di dalam

penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan

adalah:

1.

Wawancara

Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian adalah wawancara. Menurut Moelong (2014), wawancara dapat
dipahami sebagai percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam
percakapan ini, terdapat dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan
tersebut.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan bentuk
interaksi antara peneliti dan individu yang relevan dengan penelitian melalui
proses tanya jawab secara lisan. Interaksi ini bertujuan untuk memperoleh
informasi atau keterangan yang diperlukan sebagai data untuk penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:
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No. Nama Jabatan/profesi Data yang diperlukan
L. ISlill;)iah, sziti Sekretaris Struktur birokrasi  program
M.H. jemput bola
Ibu Ratna Kabid Pengelolaan Keterlibatan kepala bidang PIAK
2. Sari,SH.,MH Informasi Administrasi dan peran pegawai dalam
Kependudukan pelaksanaan program jemput bola
Bapak JE. Administrator Mekanisme pelaksanaan program
3. Syahrizal, Database jemput bola
S.Kom.,MM  Kependudukan
Ibu Kassubag Umum & Kendala yang terjadi saat
4. Nurhayati, Kepegawaian program jemput bola
S.Sos., MM dilaksanakan
Ibu Ema Pengurus yayasan Penilaian tentang program jemput
S disabilitas ~ pengguna bola
program
Ibu Rini Wali Ridho (disabilitas Penilaian tentang program jemput
6. tuna rungu) pengguna bola
program
Ibu Maria Wali Silvi (disabilitas Penilaian tentang program jemput
7. Intelektual) pengguna bola
program
g Ibu Desi Wali Tina (lansia) Penilaian tentang program jemput
pengguna program bola
9 IbuLeni Wali Murhanna (lansia) Penilaian tentang program jemput
pengguna program bola
10. IbuNur Wali Saridena (lansia) Penilaian tentang program jemput
pengguna program bola
11. MasAri Disabilitas yang belum Alasan belum memiliki KTP-el
memiliki KTP-el
Ibu Sri Wali Cindy (disabilitas Alasan belum memiliki KTP-el
12. Intelektual) yang belum
memiliki KTP-el
Ibu Fitri Wali Asmania (lansia) Alasan belum memiliki KTP-el
13. yang belum memiliki
KTP-el
Ibu Nita Wali Dadang (lansia) Alasan belum memiliki KTP-el
14. yang belum memiliki
KTP-el
Bapak RT Mekanisme pelaporan
15, Junaedi masyarakat yang membutuhkan

layanan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Observasi

Menurut Sugiyono (2020), observasi merupakan teknik pengumpulan data

yang memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung berbagai unsur

seperti lingkungan, waktu, lokasi, aktivitas, peristiwa, objek, dan tujuan
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tertentu. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat
secara langsung bagaimana pelaksanaan Program Jemput Bola oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, khususnya

dalam pelayanan perekaman KTP-el bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Tabel 3.2 Daftar Observasi yang diperoleh

No. Penemuan Observasi
1. Banner program Jemput Bola

di lantai 3 Kantor Disdukcapil

Kota Bandar Lampung

(3 Februari 2025, lantai 3 kantor
Didukcapil kota Bandar Lampung)

disdukcapil.bandarlampung

2. Pelaksanaan program Jemput ) e o omns o nrmEr
Bola perekaman KTP-el :
untuk Lansia

Oz Q V2 W

disdukcapil.bandarlampung HOME
CARE,PELAKSANAAN JEMPUT BOLA PEREKAMAN
KTP-EL UNTUK LANSIA.

(3 Februari 2025, Instagram Disdukcapil:
@disdukcapil.bandarlampung, diunggah
pada 2 Oktober 2024)

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai tambahan untuk melengkapi metode
pengumpulan data lainnya. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi
dari berbagai sumber tertulis, seperti catatan, arsip penting yang berkaitan
dengan topik penelitian. Dengan mengumpulkan data dari dokumen-
dokumen tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih kaya dan
mendalam. Data dari dokumen ini membantu peneliti untuk memahami topik
penelitian dengan lebih menyeluruh dan memungkinkan analisis yang lebih

komprehensif, karena informasi yang diperoleh berasal dari berbagai sumber
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yang relevan dan terpercaya. Berikut merupakan daftar dokumen yang dapat

mendukung penelitian ini.

Tabel 3.3 Daftar Dokumentasi

No. Nama dokumen

1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018

3. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2021

4.  Standar Operasional Prosedur (SOP) Jemput Bola Penyandang Disabilitas
dan Lansia

5. Sosialisasi terkait program jemput bola penyandang disabilitas dan lansia

6.  Surat Tugas Jemput Bola
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, Bodgan dalam Sugiyono (2019), mengungkapkan
bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur dan menyusun data yang telah
dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Tujuan dari
proses ini adalah agar data tersebut lebih mudah dipahami dan hasil temuan
penelitian bisa disampaikan kepada orang lain. Data dalam penelitian kualitatif
dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara
pengumpulan data, dan kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan sampai data
yang didapat sudah cukup banyak dan berulang.
1. Reduksi Data
Tahap ini dilakukan dengan memilah dan menyaring data yang telah
dikumpulkan dari wawancara dengan petugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil), penyandang disabilitas, lansia, serta pihak
keluarga mereka. Jika dalam wawancara terdapat banyak pernyataan yang
berulang atau tidak relevan dengan fokus penelitian, maka bagian tersebut
tidak akan dimasukkan dalam analisis. Reduksi ini penting agar penelitian
lebih terfokus pada bagaimana program jemput bola dijalankan, tantangan

yang muncul, serta bagaimana program ini diterima oleh masyarakat sasaran.
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2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyusun data dalam
bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data
disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, serta kutipan langsung dari
wawancara untuk memperkuat temuan. Seperti data mengenai pengalaman
lansia dan penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan Jemput Bola
juga akan ditampilkan untuk menggambarkan bagaimana mereka merasakan
layanan ini, apakah mereka merasa terbantu atau justru mengalami kendala
tertentu. Penyajian yang baik akan membantu menemukan pola atau tren yang
muncul dalam implementasi program ini.

3. Penarikan Kesimpulan
Tahap akhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan
temuan penelitian. Kesimpulan ini tidak hanya berupa rangkuman, tetapi juga
analisis mendalam mengenai efektivitas program jemput bola dalam
meningkatkan kepemilikan KTP-el bagi penyandang disabilitas dan lansia.
Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan data yang
telah dikumpulkan dengan teori implementasi kebijakan dari George Edward
III, yang menekankan empat faktor utama: komunikasi, sumber daya,

disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti
dan data yang sebenarnya ada pada objek penelitian, sehingga keabsahan data
yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan keabsahan
data untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara data yang dilaporkan dan data

yang terjadi di lapangan.

Dalam konteks ini, peneliti akan menerapkan keabsahan data melalui triangulasi
sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil
wawancara dari informan yang relevan. Sementara itu, triangulasi teknik
dilakukan dengan memeriksa kembali data yang diperoleh dari wawancara,

kemudian dibandingkan dengan dokumentasi yang ada.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Program Jemput Bola bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam
kepemilikan KTP-el di Kota Bandar Lampung telah diimplementasikan
secara sistematis melalui tahapan pendataan, verifikasi, penjadwalan,
perekaman, hingga pencetakan dan distribusi KTP-el. Disdukcapil turut
melibatkan berbagai pihak eksternal seperti RT/RW, yayasan, serta
Sekolah Luar Biasa (SLB). Dianalisis dengan teori implementasi
kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan program ini masih
menghadapi sejumlah hambatan yang mengindikasikan belum
optimalnya implementasi di lapangan. Dalam aspek komunikasi yang
dilakukan belum sepenuhnya efektif, sebagaimana terlihat dari masih
adanya penyandang disabilitas dan lansia yang belum mengetahui
keberadaan program. Penyebaran informasi yang belum merata serta
tidak adanya sistem komunikasi yang terstruktur menjadi tantangan
dalam menyampaikan maksud dan tujuan kebijakan secara menyeluruh
kepada masyarakat sasaran. Sementara itu, dalam aspek struktur
birokrasi, belum ada struktur palaksanaan yang jelas terlihat dari
Penugasan petugas lapangan masih dilakukan secara informal, dengan
mengandalkan pengalaman dan hubungan kepercayaan, bukan melalui
proses pelatihan atau pembekalan khusus. Dan dalam program ini
belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman

pelaksanaan.
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2. Faktor penghambat dalam implementasi program jemput bola bagi

penyandang disabilitas dan lansia di Kota Bandar Lampung, yaitu:

a) Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

b) Tidak ada struktur birokrasi yang jelas

c¢) Kurangnya pemahaman keluarga masyarakat penyandang
disabilitas dan lansia terhadap pentingnya KTP-el

d) Tidak ada monitoring dan evaluasi untuk program Jemput Bola

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka peneliti

bermaksud memberikan saran pada Implementasi Program Jemput Bola

bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Kepemilikan KTP-el di Kota

Bandar Lampung yang semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang

terlibat sebagai berikut:

1.

Sosialisasi program yang perlu di perluas

Melalui media sosial, informasi dapat disampaikan dalam bentuk poster
yang memuat informasi penting terkait program. Dengan demikian,
masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan program ini, tetapi juga
memahami hal-hal yang perlu dipersiapkan, sehingga diharapkan
semakin banyak kelompok rentan yang memanfaatkan layanan ini.
Memberikan pelatihan khusus bagi para petugas

Memberikan pelatihan khusus bagi para petugas, seperti pelatihan
berbahasa isyarat. Hal ini perlu dilakukan agar petugas dapat lebih
efektif dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang
membutuhkan layanan.

Alokasi anggaran khusus

Disdukcapil Kota Bandar Lampung disarankan untuk mengalokasikan
anggaran khusus yang fleksibel dan responsif, mengingat program
Jemput Bola menuntut mobilitas tinggi dan pelayanan langsung ke
lapangan. Anggaran ini harus dirancang agar mampu mengakomodasi

berbagai kebutuhan dinamis. Selain itu, perlu juga disusun mekanisme
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pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel agar penggunaan
dana lebih efisien dan tepat sasaran.

. Penyusunan SOP khusus program Jemput Bola

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk program
Jemput Bola. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan program dapat
berjalan dengan sistematis dan terorganisir, dengan pedoman yang jelas
bagi petugas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan adanya SOP
yang baik, diharapkan program Jemput Bola dapat dijalankan secara
konsisten, mengurangi kesalahan dalam proses, dan meningkatkan
kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi rutin

Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi rutin untuk menilai
capaian program, mengidentifikasi hambatan, serta merancang solusi
yang tepat. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan program Jemput
Bola dapat dipantau secara berkala, sehingga setiap kendala atau
hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diatasi.

. Melakukan pendekatan langsung dalam menjangkau penyandang
disabilitas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
disarankan untuk tidak hanya mengandalkan kerja sama dengan
Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun yayasan dalam menjangkau
penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan jemput bola.
Sebaiknya, Disdukcapil juga melakukan pendekatan secara langsung
dengan cara blusukan atau mendatangi rumah warga penyandang
disabilitas yang membutuhkan layanan, terutama yang tidak tergabung

dalam lembaga formal.
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